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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 75 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI PADA 

KEMENTERIAN AGAMA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia 

Kementerian Agama yang berkualitas, professional, 

berintegritas, dan bertanggungjawab, perlu 

diselenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pembangunan Nasional Jangka Panjang Menengah 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama 

Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 348); 

11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 

12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola 

Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 

13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; 

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 851); 

15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; 

16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; 

17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; 

18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; 

19. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga 

Diklat Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan 

Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; 
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21. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Golongan III; 

22. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Golongan I dan II; 

23. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1390); 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat 

adalah penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan 

dalam rangka  mengembangkan  kompetensi pegawai 

sesuai persyaratan jabatan masing-masing ada 

Kementerian Agama yang dilaksanakan paling sedikit 40 

(empat puluh) jam pelajaran, dengan durasi tiap jam 

pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit. 

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
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pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.  

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan.  

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, 

lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi 

PNS pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan  

peraturan perundang-undangan. 

7. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang selanjutnya 

disebut TSPDI adalah unsur Badan Pertimbangan 

Jabatan dan Kepangkatan dan unsur lain yang terkait 

baik secara fungsional maupun profesional menjadi 

penyelenggara seleksi peserta Diklat Pimpinan tingkat 

tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian tentang PNS dan bertugas memberi 

masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tentang 

PNS  yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan 

ditugaskan mengikuti Diklatpim Tingkat I, II, III, atau 

Diklatpim Tingkat IV. 

8. Jabatan Pimpinan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang 

pegawai dalam suatu satuan organisasi, yang terdiri dari 

jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan 

pimpinan tinggi. 

9. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
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